BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

I~

Pembangunan instalasi-instalasi militer yang berdekatan dengan penduduk
sipil di Indonesia dapat membahayakan keselamatan penduduk sipil, terutama
apabila terjadi perang atau konflik bersenjata, karena instalasi-instalasi militer
merupakan sasaran militer yang sah berdasar hukum humaniter. Pembangunan
instalasi-instalasi militer di dekat pemukiman penduduk sipil di Indonesia telah
melanggar prinsip dan ketentuan mengenai perlindungan penduduk sipil di dalam
Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Berdasar
pasal 49 Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan pasal 58 Protokol Tambahan I
tahun 1977 menentukan bahwa sasaran-sasaran militer harus sedapat mungkin di
tempatkan di luar wilayah berkepadatan penduduk tinggi.

Negara Indonesia wajib memberi perlindungan hukum bagi penduduk
sipil, terutama bagi penduduk sipil di wilayah yang berdekatan dengan instalasi
militer. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam melindungi penduduk
sipil ialah dengan melakukan tindakan implementasi sejak masa damai dan pada
saat konflik bersenjata.

Tindakan implementasi Hukum Humaniter Internasional yang harus
disiapkan oleh negara Indonesia di masa damai adalah mempersiapkan tentaranya
untuk mampu berperang sesuai aturan, mempersiapkan pedoman dan pelatihan

bagi tentaranya agar hanya menggunakan alat dan metode perang yang tidak
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dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional, dan mempersiapkan agar orang-
orang sipil dan obyek-obyek yang dilindungi oleh Hukum Humaniter
Internasional tidak menjadi sasaran serangan di kala terjadi perang. Disamping

itu, negara harus berupaya mempersiapkan peraturan hukum, bahan-bahan, dan

cara-cara lain agar Hukum Humaniter Internasional dapat ditegakkan Kapanpun
diperlukan, Dengan demikian, penyampaian pesan tentang hak-hak dan kewajiban
masyarakat untuk memperoleh perlindungan menurut Hukum Humaniter
Internasional sudah harus dilaksanakan di masa damai.

Perlindungan yang diberikan negara Indonesia bagi penduduk sipil di
wilayah yang berdekatan dengan instalasi militer pada saat terjadi perang atau
konflik bersenjata adalah dengan melakukan evakuasi penduduk sipil ke tempat
evakuasi yang aman dan jauh dari sasaran militer, sehingga penduduk sipil yang
sebelumnya berada di dekat instalasi militer dapat terhindar dari akibat perang.

Di Indonesia perlindungan hukum bagi penduduk sipil yang bermukim di
dekat instalasi militer belum bisa berjalan optimal seperti yang diamanatkan
dalam Hukum Humaniter Internasional, karena di Indonesia masih terdapat
kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan penduduk sipil
tersebut. Diantaranya adalah belum adanya aturan hukum yang mengatur
mengenai ketentuan-ketentuan pembangunan instalasi-instalasi militer, sedangkan
yang banyak terjadi adalah instalasi-instalasi militer di Indonesia banyak dibangun
atau ditempatkan di wilayah berpenduduk padat, sehingga apabila terjadi perang
atau konflik bersenjata internasional maka penduduk sipil dapat menjadi korban,

Dalam hal ini perlindungan penduduk sipil yang bermukim di wilayah yang
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berdekatan dengan instalasi-instalasi militer belum terjamin, karena hingga saat

ini belum ada satupun aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi

penduduk sipil yang bermukim di dekat instalasi-instalasi militer. Oleh karena itu

pemerintah melalui otoritasnya perlu membuat ketentuan-ketentuan mengenai

pembangunan instalasi-instalasi militer agar tidak merugikan penduduk sipil

apabila kelak terjadi perang.

B. Saran

1.

Negara Indonesia melalui pemerintahan atau otoritasnya perlu membuat
pedoman peraturan hukum mengenai ketentuan pembangunan instalasi
militer.

Negara Indonesia melalui pemerintahan atau otoritasnya perlu
memberikan lambang khusus sebagai tanda pembeda kepada obyek-obyek
khusus yang dilindungi, yakni kepada benda-benda budaya, instalasi atau
pekerjaan yang mengandung kekuatan berbahaya, seperti waduk dan
stasiun penggerak tenaga nuklir, dan kepada organisasi, petugas,
bangunan, dan peralatan pertahanan sipil untuk memudahkan mengetahui
keberadaannya.

Negara Indonesia melalui pemerintahan atau otoritasnya perlu melakukan
relokasi bagi instalasi-instalasi militer yang berada di tengah kota untuk
dipindahtempatkan ke wilayah yang jauh dari penduduk sipil dan tidak

berpenduduk padat.
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